KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP (SIMARS)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

Mengingat

. bahwa dalam rangka mengintegrasikan daftar arsip

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se Nusa
Tenggara Barat sebagai bahan informasi publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat tentang Penetapan Sistem Informasi Manajemen
Arsip (SIMARS) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomr 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 426);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

10.Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;

11.Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pedoman Penilaian Kerusakan Arsi Kertas;

12.Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021

tentang Alih Media Arsip Statis Dengan Metode
Konversi;



Menetapkan

KESATU

13.Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;

14.Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2025
tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis;

15.Peraturan Arsip -Nasional Nomor 26 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai
Informasi Publik;

16.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190
Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan
Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;

17.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

18.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Program Arsip
Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

19.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037
Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

20.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257
Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan
Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

21.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

22.Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor:
1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025
perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP (SIMARS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Menetapkan Sistem Informasi Manajemen Arsip
(SIMARS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Alur kerja Sistem Informasi Manajemen Arsip
(SIMARS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tambah daftar arsip baik satuan
maupun secara kolektif dengan mengunduk
template terlebih dahulu lalu melakukan import
template tersebut;

2. Melakukan pindah inaktif untuk arsip yang sudah
berakhir masa aktif pengelolaannya dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan,;

3. Cetak laporan daftar arsip secara berkala sesuai
periode pelaporan yang dibutuhkan;

4. Melakukan penyusutan arsi melalui usul serah dan
usul musnah; dan

5. Rekap daftar arsip.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya
Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Partisipasi Hubungan Masyarakat
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